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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOW 9 TAHUN 2009

TENTANG

USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa kembekaragaman @mber daya alam nabati di Kabupaten Kuantan

Singingi peru dikelola secara kestaf, selaras, oo serasi, seimbang dan

berkasinambungan untuk dapat bermantaai sebesar-besarnya bagi

kesejahbaraan masyarakat:
bahwa pengelolaan sumber daya Aan nabati, paru diupayakan

egambangannya melalui usaha perkebunan secara terpadu dan tangguh

dengan mengutamakan petasan kesempatan kerja kepada Pelaku usaha

perkebunan serta terbinanya kelestarian sumber daya alam dan Ilngkungan :

bahwa berdasarkan perimbangan huruf a dan b di atas. dibentuk Peraturan

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Usaha Perkebunan.

b

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tetang Peraturan Dasar Prkok-

Pokok Agraria (|
Lembaran Negara Tahun 1980 Nomer 10 Tambahan

Lambaran Negara Nomor 2013,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Suddaya Tanaman

( Lembaran Megara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Megara

Morror 2478 1:

Undang-Undang Homor 23 Tahun 1997 tentang PangeoOlan Lingkungan

Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Homor BB, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 209 Kh

Undang-Undang Momor 53 Tahun 19829 tentang Penbanhkan Kabupatan

Pektawan, Kabupatan Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupatan Karmun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kota Batart £ Lembaran KMegara Tahun 19989 Memor 181, Tambahan

Lemberan Negara Nomor 3992 | :
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5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun AXO tentang Perubahan Alkes Lindang-

Undang Nomer 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dasrah

( Lembaran Negara Tahun AKG Nomor 248, Tambahan Lembaran Magara

Momor #MB |,

6. Undang-Undang Homer 10 Tahun 20M tentang Pembentukan Peraturan

Ferundang-Undangan £ Lembaran Negara Tahun 2MM Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomer 43585,

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perkebunan —(
Lembaran

Hagara Tahun 2004 Momor 85, Tambahan Lernzaran Negara Nomor 4411 |:

8, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bentang Pemerintahan Daerah

( Lembaran Magara Tahun 2004 Momot 125, Tambahan Lembaran Negara

Momar 4437) sebagaimana telah dilakukan beberapa kal perubahan,

terakhir dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang — Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2099 Nomar 58, Tambahan Lembaran

Negara Nomor didi) :

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 bentang Perimbangan Keuangan

amtara Pemerintah Pusat dan Daerad | Lembaran Negara Tahun 2004 Momot

128, Tambahan Lembaran Negara Momor 4438),

10.Peratwan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Kegara Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Norma 4138, .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelalaan Kevargan
Deerah 4 Lembaran Megara Tahun 205 Mom 140, Tambahan Lembaran

Negara Momor 4570):
12Peraturan Perintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Unusan

Pemerintahan, anters Pemerintah, Pemsintah Ceerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor

#82, Tambahan Lembaran Megara Horor 47371:
|

19. Peraturan Mentari Pertanian Nomor: 28 Permmentay' 07.140. 22007 tantang

Pedoman Peartinan Usaha Perkebunan.

T
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Dengan Persetujuan Peraama

DEWAN PERKWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KIJANTAN SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINSIMSI

MEMUTUSKAH :

Manatapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG
USAHA PERKEBUNAH

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah In yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2 Ona Oeerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengung

kepentingan masyarakat setempal menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasimasyarakat

sesal dangan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Oeerah adalah penyelenggaraan pemarintahan daerah. Otonom deh

Pemarintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meanurit azas Deseriiralisasi,

4, Pemserintah Doerah adalah Pamermtah Kabupoler: Kuantan Singingi yang terdin dari Kepala

Dasrah beserta perangkat daerah fainnya sebagai badan sksekutf dasrah.

5, Kepala Dawah adalah Pupatl Kuantan Singingi.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah

pada Pemerintah Daerah salaku pengguna anggaram/penggune baratig.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Dawrah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legalat Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Fejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribuat sesuai

dengan peraturan perundang—undangan yang baraku.

9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman terlantu pada tanah

darmatau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesual, mengalah dan memasartan

barang dan jasa hasil tanaman tersebul, dengan bankuem itu pengetahuan Jan teknologi,

permodalan serta manajamen untuk mewujudkan keejahtanan bag! Pelaku usaha

perkebunan dan mneaayarakat.

10. Penguasaan tanah adalah hubungan hukum konkri antara orang atau Badan Mukm tertentu

sebagai subjek atau pemegang hak dengan tanah tertentu sebagai objek.
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11.

12.

14.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

2.

Ig

24,

Taneman tertentu adalah jenis komodiff tanaman yang pembmaannya pade Direktorat

Janderal Perkaburan.

Usaha perkebunan adalah (saha yang menghasilkan barang damatu jasa perkebunan.

Usaha budidaya tanaman perkakiman adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman

perkebunan melipub kegialan pratanam, penanaman, permeliharaan tanaman, pemantiah
dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.

Usaha industi pengolahan hasil perkebunan yang selanjutnya disebul dangan usaha industri

perkabunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan

terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih

Inggi dan memperpanjang daya simpan.

Pelaku usaha perkebunan adalah pekabun dan perusahaan perkebunan yang mengelola

usah perkebunan.

Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan uyaha perkstunan

dengan skala usaha tdak mencapal skala terbantu.

Perusahaan perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau Badar Hukum

yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengekda

Usaha perkebunan dengan skala terberu.

Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha,

jenke taraman, teknologi, tenaga kerja, modal danfatau kepashtas pabrik yang diwajibkan

merk dn usaha.

Jzm Uaaha Perkebunan (IUP) adalah cin usaha yang diberikan oleh pejabat yang berwenang

dan walts diriik oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan yang

terintegrasi dengan usaha Industn pengolahan hasi perkebunan.
| Im Usaha Perkebunan untuk Budidaya (lUP-B) adalah izin usaha yang diberikan olah

pejabal yang berwenang dan wajik dhnlkki oldh perusahaan yang mekiukan usata budaya
parkebunan.
trin Usaha Perkebunan untuk Pengolehan ilUP-P) adalah izin usaha yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki deh perusahaan yang melakukan usaha industri

pengaahan hasil perkebunan dan pemasaran hasilwah perkebunan.

. Surat Tanda Daftar Leaha Perkebunan (STL-B) adalah keterangan yang diberkan olah2,
Bupati kepada Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang buas lahannya kurang dari

25 (due puluh Ima) hektar:

Surat Tanda Daftar Usaha Indubti Pengolahan Hasil Perkebuman (STO-P) adalah

keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada Pelaku usaha industr perkebunan yang

kapasitasnya di bawah batas minimal,
In Pembukaan Lahan (IPL adalah kn tertulis yang dibarkan olah Bupsti atau Pejabat yang

drunjuk kepada orang atau Badan Hukum pelaku usaha perkelaman untuk melakukan

kegiatan pembersihan tahan, pembibitan dan kegiatan pretanam latinya.
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25.

26,

27.

28,

29,

30.

31.

32,

Izin Pemakaian Alat Barat OPAB) adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat

yang drunjuk kepada Orang Otay Badan Hukum pelaku usaha perkebunan untuk

pengoperasian alat barat yang Halnakan sama keperluan pembukaan lahan usaha

budidaya perkebunan dan usaha Industi perkebunan,
Perainan tertenbu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Desrah dalam rangka pemberian win

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk perabhean, pershean, pengendalian
dan pengawasanatas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunean sumbar daya alam, barang,

prasarana atas kagiatan.
Retribusi dasrah yang ssianjutnya disabut retribusi adakah pungukan daersh sebagai

pembayaran atas jasa atau pernbaran izin tertentu yang khusus disediakan denjatau

diberikan olah Pemermtah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Masa rebibisi adakah suatu jangka waktu tarantu yang merlipakan batas waktu bagi wajib

pebibusi diwajibkar urrtuk rnarrarraatkan jasa dan peranan tertentu dan Pemerintah Daerah.

Jasa adakah kegiatan Pemertah Darah berupa usaha dan pelayanan orang pribadi atau

badan yang menyebabkan barang, fasiitas atau kemanfaalan kainnya yang dapat dinikmati

mang pribadi atau badan.

Subjek retribusi adalah orang pribadi atsu badan yang dikenakan rebibusi Lagalnasi Operah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar davatau badan yang menurut

kstanbuan peraturan perundarg-undangan retibusi dearah davajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan renibusi tertentu.

Petugas pemungit adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan

Kerreingiltan retribusi usaha perkebunan.
39. Femungyan adalah suatu rangkaian kegiatan mulal darl penghimpunan data objek dan

Jb.

2T.

subek retribusi, perertuan besarnya rebus! yang terutang sampai kegatan penagihan

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran,
. Perhitungan retibusi daerah adalah Anca besarnya retribusi yang harus dibayar aleh wajib3.
retibusi baik pokok retibusi, bunga, kekurangan pembayaran renbusi, kelebihan

pembayaran refribusi maupun sanksi adminsiasi.
Surat Pendafaran Obiek Ratribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPJORD,
malah surat yang digunakan oleh wajib retibusi untuk msdaporkan data objek retribusi dan

wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran rembusi yang terutang menurut

peraturan perundang-undangan yang baraku.

: Pendaftaran dan Ferdataan adalah serangkaan kegtatan UMK memperoah data / infonnasi

gerta penatausahaan yang ddakukan okeh petugas retribusi dengan cara mernyampakan
STRO kepada wajib retribusi utuk disi secara lengkap dan teersar,

Nomor Pokok Wajib Retribusi Deerah (NPWRD) adalah nomer wajib ibu yang
didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap wajib reinbusi.

8.



38,

29

40.

41,

22,

43.

45,

46.

&7.

48,

Surat Setoran Ratibusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adatah surat yang dipunakan

aeh wajib retribusi untuk rsetlakukan pembayaran atau penyetoran rebibusi yang terutang ke

Kaa Oserah atau ke tempal lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Deerah, yang disingkat SKRD, adalah surat kepulusan rambusi

yang menentukan besarnya Jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat

keptitusan yang menentukan jumlah kelshihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar dan pada retnbusdi yang twutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Katatapan Retribusi Deerah Kurang Dayar, yang sefanjutnya disingkat SKRDKB, adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit

retribusi, jurdah kekurangan pembayaran pokok retribusi, hesarnya sanksi adnveistrasidan

furrleh yang masih hanys dibayar.

Surat Ketetapan Reatibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKROKBT, adalah surat kephan yang menentukan tembahan atas jWnlah retribusi yang

telah ditetapkan.
Surat Tagihan Retribusi Deerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk medakukan

tagihan retribusi dan atau sanksi #dminisirasi berupa bunga dan atau denda.

. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajik

petrbusi sesuai dangan SKRO dan STRD ke Kas Daerah atau ka tempat tain yang ditunjuk

dengan batas waktu yang ditentukan,

Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retibusi daerah yang

dawai dengan penyampaian surat peringatan, wat &guon yang bersangkutan

melaksanakan kewajiban (antik membayar retribusi sesuai dengan jumlah rembusi yang

terukarg).

Liang retribusi daerah adalah sisa ytang metibusi atas mama wajib ebi yang bertanam

pada SMRD, SKROKB, SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya. yang masih

terutang.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpikan, dan mengolah

data danfatau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retrrbusi berdasarkan peraturan perundang-indangan retnbusi daerah.

Penyidikan tindak pidana dibidang: retibusi deerah adakah serangkaian tindakan yang

dihakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipit yang selarjutnya dapat disebut Penyidik, untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang sama dangan bukti tu membuat terang Indak

Pidana dibidang retibusl daerah yang terjadi serta menemukan tesangkanya.
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BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal2
Hi Usaha perkebunan sebegai Intl pembangunan perkebunan berasaskan kemanfaatan,

keadian, kerakyatan, kelerbukasn, kertampaduan dan kebersamaan sarta kelestarian yang

berkelanjutan .

Pengakelaan usaha perkebunan bertujuan untuk mewujudkan sistem dar usaha agribisnis

pekebunan terpadu, berkelanjutan, efisien, produktif dan berdaya sang finggi, untuk

sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejakkrean rakyat secara berkeadian melalui

optimalses! dan berkelanjutan pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan potens

sumber daya serta IPTek perkebunan, dengan :

12)

menjamin keberadaan serta mewujudkan optmmalisest pemanfaatan potensi sumber daya

lahan perkebunan secara bijaksana melalu penataan stay pemantapan tata ruang atau

pengembangan perkebunan yang danat mendukung kesialan ekonomi, ketahanan

sosial budaya serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelsstaran fingkungan

hidup:

mengelola sumber daya perkebunan secara profesional berinikan pemberdayaan

mesyorakat secara keseluruhan :

mencegah perluasan lahan kritis dan memulihkan kembali fungsi lahan yang terdegradasi

dl dalam dan disekitar kawasan pengembangan perkebunan :

pemanfaatan, pendayagunaan dan pengembangan IPTek serta sumber daya manusia

perkebunan secara optimal dan melembaga :

membangun perkebunan dan masyarakat perkebunan yang berbudaya industri yang

berlandaskan efektivitas, @vishen, produktivitas dan daya sam, tidialy pengembangan

sistem dan usaha agribisnis dangan mengimpenmentasikan kongep, keterpaduan,

sinargkitas, kebersamagi.

5

4.

Bab Ik

RUANG LiMSKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan usaha perkebunan mekputi :

fungsi dan status.
|

perencanaan pambangunan perkebunan:

penyediaan tanah usaha perkebunan,

pengelolaan usaha perkebunan, yang tendrl atas usaha budidaya tanaman perkebunan,

usaha industri pengolahan perkebunan dan usaha lainnya,

a.

5
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(1)

te)

(1)

(2)

(31

peiberdayaan usaha perkebunan:
kemiraan usaha perkebunan,

penzinan.

petribusi:

kebarbuan pidana:

penyidikan:

pembinaan dan pengawasan.k

BAE IV

FUNGSI DAN STATUS

Pasal 4

Fungsi usaha perkebunan, mekputi :

9. pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM) dan masyarakat perkebunan)
b. pengembangan pembangunan wilayah dan pemetaannya:

GC. Sumber pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat,
d. sumber bahan pangan dan bahan baku industri hulu dan hilir,

&. sumber devaa dan pendapatan nasional maupun daerah,

fL. perantaatan dan pengembangan IPTak perkebunan:

g. pemanfaatan dan pengembangan polensi sumbar daya perkebunan, pergliharaan

keseimbangan ekosotem, serta pekeetadan Surabar Daya Alam (SDM), dan #ngkungan

hidup:

h. memperkuat ketahanan dan pertahanan negara, serta ketahanan daerah.

Status Usaha perkebunan, meliput:

a. usaha perkeabiman yang dikelola perorangan:

b. usaha perkabunan yang dikelola Badan Usaha berbadan hukum.

BAE Y

FEWW FEMBAHGUHAH FEHKEELIMH

Pasal 5

Perencanaan perkebunan dimaksudkan uluk memberikan arah komoditi yang sasuai,

pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan perpsenggahaan perkebunan,

Perencanaan perksblmnan terdiri dari perencanaan nasional, perercangan provinsi dan

perencanaan kebupaton,
Perencanaan perkebunan di Kabupaban Kuantan Singingi dilahukan deh Pemerintah

Kabupaten dengan memperhathkan kepentingan masyarakat.

8
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Pasal6

(1! Perancangan perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi diakukan berdasarkan :

rencana pembangunan Nasional, povkesi dar kabupaten
rendang tata ruang Wilayah nasional, peng dan kabupaten,

keeesuaian tanah dan iklim serta kebersediaan tarah untuk usaha perkebunan:

kinsra pembangunan perkebunan:

perkembangan Im pengetahuan dan teknologi,

sosial budaya:

angkungan hidup:

kepentingarmasyarkat
pasar dan

j- aspirasi masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi keutuhan bangsa dan negar.

14 Perencanaan perkebunan mencakup :

wilayah"
tanamar komoditi perkebunan,

sumber daya manusia,

kelerbaggan:
keterkaitan dan keterpaduan hulu-hilir,

sarana dan prasarana: den

pembiayaan.

TO
TI

Bw
p

Tu
D
0

Th
29
Fr

Pasal 7

(1: Pengumpulan, analisis serta interpretasi dala dan infiemasi yang diperikan untuk menyusun

Perertanadah pembangunan perkebunan, diskukan secara koeordinatif, hoksilk, camat dan

teliti.

(Z3 Ketentuan lebih lanjut tentang perancanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Bantan

Singiagi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYEIHAAN TANAH USAHA PERKEBUNAN

Pasal 8

(1) Untuk keperluan usaha perkebunari, setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki din

lokasi yang ditetapkan oleh Dupsti.

(2) Penyesalan hak atas tanah untuk keperduan usaha perkebunan dilaksanakan sesual

dangan peraturan perundang-undangan yang barak.

(3) Pengawasan dan pengendakan penggunsan tanah perkebunan yang telah mempunyai hak

Abas tanah dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.

7
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is! Peralihan hak atas terah lokasi usaha perkebunan harus mendapat Idn dan instansi yang
berwenang.

(5) Penyediaan tanah untuk usaha perkebunan telep memperhalikan penguasaan tanah olah

masyarakat setempat.
(81 Perubahan atau pengalihan fungsi peruntukan tanah usaha perkebuman untuk keperikan kain,

r

ditetapkan deh Bupatl dangan memperimbangkan keberlanjutan program pengembangan

damatau kaberanjutan produksi usaha perkebunan serta Tungsi, milai dan manfaat ekonomis,

ekologis maupun sesll dan/atau dampak negatif perubahan atau pengalihan tersebut

Pasal 8

(11 Usahe budidaya tanaman perkebuman dengan penguasaan tanah yang luasnya kurang dani

35 hektar, dilakukan olah pekebun yang dapat dikelola oleh perorangan Petani Peketbn dani

sa Koperasi.

(2) Usaha budidaya teraman perkebunan dengan penguesaan tanah yang luasnya 25 hektar

atau bebih, dilakukar: oloh persahaan Perkebunan atau Badan Usaha berbadan hukum.

(3) Katentuan luas maksimum penguasaan lanah bagi Perusahaan Perkebunan ditetapkan

dangan Keputusan Bupati sesuai kebutuhan daerah atau kondial speslhk Kabupaten Kuarrtari

Singingi berdasarkan asas kendilan dan pemerataan serta memenuhi skala ekonomi, sesuai

peraturan perurmdang-undangan.

(4d) Kebutuhan tanah untuk usaha industri perkebunan yang berade di lugr areal konsesi usaha

budidaya tanaman perkebunan, pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh pejabat yang

bersanang.

Pasal 10

(1) Lahan usaha perkebunan dapat berasal dar! tanah ulayat yang merupakan lahan hak komunai

masyarakat, lahan kawasan perkebunan, tanah negara maupun lahan kawasan peruntukan

lainnya yang sesual dangan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah):

(2) Dalam hat tanah yang dipertukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang

manurut kenyataannya matih ada, penggunaan tanah unuk perkebunan wajib melakukan

musyawarah dengen measyerakat hukum adat perregang hak ulayat dan warga pemegang hak

atas tanah yang bersangkutan, untuk rmemperolah kesepakatan mengenal penyerahan tanah,

dan snbalannya.
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BAB YIl

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Jenis Uraha Perkebuman

Fasal 11

(1) Jenissenis usaha perkebuman dibagi menjadi figa kelompok utama, yaitu : usaha budidaya

tanaman perkebunan, usaha Industi perbabunan, sedia usaha lainnya.

(2) Lisaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan usaha tanaman

perkebunan mehpuli kegiatan prataham, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan

dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversiikasi tanaman.

(4 Usaha industri perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang

dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditukan untuk mencapai niai tambah

sar kebih ti dan memperpanjang daya simpan.

bj Usaha lainnya adalah usaha berbasis perkebunan yamg berathat skopomis produktif maupun

yang bersifat toh okonomis produktif yang mendukung dan terkat langsung dengar

pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan danfatau usaha industri! parkabunan.

Baglan Kedua

Pengalolaan Usaha Budidaya Tanaman Parkebunan

Fase 12

(1) Pengelolaan usaha budidaya tanaman parkebunan meliputi ima kegiatan pokok :

a. perluasan kebun atau persbangunan kebun baru pada Ishan bukaan baru:

kh. perernajaan kebun tus:

C. rehabilitasi kebun yang rusak atau terlantar,

d. diversifikasi usaha dan atau budidaya 1anaman perkebunan,

5, pemingkatan produktifitas kebun melalui kegiatan Intensifikasi.

(2) Penartuan jenis-jenis tanaman perkebunan yang diusahakan harus berdasarkan atau sesuai

dengan Rancangan Kawasan Pengembangan Budidaya dan Indusin Perkebunan (RKSIF)
Kabupaten Kuantan Singingi.

(3) Rancangan kawasan Pengembangan Budidaya dan industi Perkebunan (RKBIP) Kakupatan
Kuantan Singingi ditetapkan oleh Bupab.

Ha Tahapan pergalolsan usaha bwidaya tanaman parkabunan meliputi:

2. pemantapan ketersediaan laban:

D. perancangan usaha budidaya teraran perkebunan,

c. penyelenggaraan pengeloaan usaha budidaya tanaman perashunan:

d. pengembangan 1saha budidaya tanaman perkebunan.

1



r

K1)

P3)

La)

ai

Pasal 13

Pernantapan ketersediaan lahan sebagamana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4! huruf 3

adalah sampai pada penetapan legallas Gtatus penguasaan terah hak atau hak atas tanah,

sesuai dengan peraturan perundangamdangan yang berlaku.

Sebelum menuai pembangunan kebun, Pekebun dan Pensahsan Besar hang membuat

PerencanAOt pengalolaan Usaha budidaya tanaman perkebunan.

Penyekngarean pengekkan Usaha budidaya tanaman perkebunan meliput kegiatan pra

tanam, penanaman, srapanen dan paran.

Pengembangan usaha budidaya tanaman perkemman merupakan upaya opbrahsasi
atektivitas pemanfaatan sumber daya, diversifikasi hasil, #fisiensi, produktivitas. nilai tambah

dan keuntungan per satuan skala wsaha budidaya tanaman perkebunan melalui kegiatan

perasan kebun, intensifikasi, diversifikasi usaha danatay budidaya tanaman perkebunan

serta perubahan jenis tanaman perkebunan yang diusahakan.

Panai 1d

Pelaku usaha perkabunan supaya menyelenggarakan pengelolaan kebun dengan baik dan tertib,

yang meliput:

kegiatan pra tanara dan tanam yatu meliput perancangan tote nang kebun, panyiapan

sarana produksi, pembukaan lahan, pembangunan prasarana kebun, pengofahan tanah,

peran tanam dan penanaman bibit unggul bermubu,

keglatan pra panen malput| pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman .

kegiatan peren adalah perungutan hasil pagi tanaman yang sudah matang panen.

a.

b.

Pasal15
Untuk mercegah bencana damatau kerusakan sumber daya alam dan ekosistem, pembukaan

kehan dilakukan semua dangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wapb melaksanakan kegistah perindungan
tanaman dar kebun secara terpadu, malipuh kegiatan :

b.

&.

4.

percegahan masuknya Urgankme Penganegu Tumbuhan 40PT) dad luar ke wilayah

Kabupaten Kuantan Singingi:

pengendalian OPT, baik yang bersifat endemlc maupun @kcsplosif, secara tindakan preventif

dan kuratif dengan menggunakan metoda Pengendalian Hama Terpadu (PHTr,

Penyedioan sarana prasarana dan sistem pengendahan organige perggandgu turibuhan,

peembangan penggunaan pestisida ramah lingkungan, mencegah penggunaan pestisida

seca terus menerus yang berbahaya bagi manusia dan merusak Hngkungan, serta

menanggulangi residu pestisida:
12



e, bercegahan dan penanggulangan ancaman serta tindakan penjarahan danfatau pengrusakan

aset kebun.

Pasal 17

Pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan wajib melakukan parindungan lahan perkebunan

metalut kerservasi lahan dan ar sera tindakan pencegahan dan penangygukangan ancaman

bahaya kekeringan.

Pasal 18

(1) Pekebun dan Perusahaan Besar wajib mengelola usaha budidaya tanaman perkebunan

dengar baik, tertib dan efisien berdasarkan ketentuan peraturan pewrundang-undangan.

(2! Pedoman, kriteria, standar dam akreditasi pengelodaan usaha budidaya tanaman perkebunan

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Setiap orang davaku Badan hukum dilarang melakukan tindakan yang berakibat padi
kerusakan kebun damfatau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan tindakan

lainnya yang mengakibatkan terganggu Lsata perkebunan.

Bagian Ketiga
Usaha Industri Perkabunan

Paragraf 1

Jen dan Kategori Usaha Industri Perkebunan

Pasal 20

Usaha industi perkebunan melput kegiatan indust| pengolahan hasil berbagai komoditas dan

ak tanaman perkebunan untuk meningkatkan nllai tumbah basil, baik hasif utama maupun hasi

sangan.

Fgagal ?1

(1) Jani-anis Usaha Indushi Perkebunan dl Kabupaten Kuantan Singingi meliputi :

2. usaha Industi pengolahan hasil utama:

“hb usaha pemanfaatan dan pengolahan hasil samping dan iimoah pengolahan ll
perkebunan.

|

i2) Usaha Industi Pengolahan Hasi! Utama meliputi pesca panen atau pengolahan produk

primer menjadi berbagai jens produk turunan komoditi tanaman bingan Dinas yang

membidangi bidang Perkebunan yang meliputi :

a. lada:
b. kanst

13
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c. kopi:
d. kelapa :

&. kakao '

f. jarak pagar:

9. jambu mata :

hi. cangkah :

i. tebu:

kelapa sawit :

k dan jenis komodi hasi tanaman perkebunan jainnya.
Ld! Usaha industi perkebunat dikatagorkan sebagai berikut:

a Industri Perkebunan yang dikelola abah Pakebun berupa unit usaha mengintegrasikan

pengalolaan usaha industri perkebunan dangan usaha budidaya tanaman perkebunan,

b. Iwdusii Perkebunan yang hanya mengelda unit usaha industi perkebunan skala kecil

tanpa mengalola usaha budidaya teman perkebuna,
& Industi Perkebunan yang dikeida ceh Perusahsan Perkebunan berupa unit usaha

perhebisan terpadu skala besar yang harus mengintegrasikan pengekdaan unit usaha

industri perkebunan dengan unit usaha budidaya tanaman perkebunan:

d. Industri Perkebunan yang hanya mengeloke unit usaha indusin perkebunan skala besar

tanpa mengekla usaha budidaya taramam perkabunan.

n,

Paragraf 2

Pengelolaan Ukaha Indoetii Perkebunan

Pama 22

(1) Pengembangan jenla, jumlah dan penyebaran unit usaha indusii perkebyian, didasarkan

pada Rancangan Tata Buang Pengembangan Perkebunan (RTRFP2) dan Rercangan

Persilayahan Pengembangan #Sudidaya dan Industi Perkebunan (RP2BIF) Kabupaten

Kuantan Singiygi.
'

(2) Rancangan Tata Ruang Pengembangan Perkebunan (ETRP2) dan Rancangan Perwilayahan

Pengembangan Budidaya dan Industi Perkebunan (RP2BIP) Kabupaten Kuantan Singingi

ditetapkan oleh Bupati.

(dh Setiap unit usaha industri perkebunan, sumber pasokan bahan bekunya harus jsias dan

Oegal, serta Jwnlah, Jeols, mutu dan keberanjutan pasokan bahan bakunya sepadan dangan

jenis, jundah dan kapasitas terpasang unit pengotahan hasi,

(4) Usaha Induahi Ferkebunan yang dikebla oleh Pekebun dapat dikelola secara berintegrasi

dangan usaha budidaya tanaman perkebunan.

(5) Pengelolaan Usaha Industri perkebunan bagi Perusahaan Perkebunan harus berintegrasi

dengan unit usaha bbdidaya tanaman perkebaian.
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(8 Pergeklaan usaha Industri Perkebunan yang tdak terintegrasi dengan usahg budidaya

tanaman perkebunan, haru didasarkan pada kontrak kerjasama kemitraan degan Pekebun

dan Perusahaen Besar yang mampu menjamin kabedanjutan pasokan jenis, jumlah dan mutu

bahan baku yarg sepadan bagi design uht pengolahan hasil yang dikelolanya.

(7! Pengelolaan usaha industn perkebunan dengan jenis komoditi kelapa sawit harus memenuhi

paling rendah 20 Y5 (dua puluh perserahe) kebutuhan bahan bakunya dan kebun yang

dlusahakannya sendin.

(8) Produk olahan yang dihasikan olah unit pengolahan has perkebujnan harus memenuhi

standar mulu produk olahan hasi perkebunan yang ditetapkan dalam Standar Nasional

Indonesia (SN dan peraturan perundang-undangan, serta diarang melakukan proses

pengolahan yang tidak sesual dangan SN atau memakukan produk, mutu produk darsatau

kemasan produk perkebunan.

Pasal23
(1) Usaha Industh Perkebunan diselenggarakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Aa. peAcanaan pengelolaan usaha:

b. penyelenggaraan pengelolaan usahg:

C. pengembangan usaha.

(2) Perencanaan pengelolaan usaha industri perkebunan adalah malputi pengkajtan potensi

pengembangan damfatau kelayakan usaha, serta penyusunan rencana atay proposal

pengenaan usaha, dengan memperhahkan ketentuan dalam peraturan perundang

undangan,

(33 Penyelenggaraan pengelolaan usaha Indusin perkebunan edalah meliput pembangunan dan

pengoperasian unit pengolahan hasil perkebunan dan sarana prasarana pendukungnya, serta

mendisinbusikan dvatau Memasarkan produk hasil olahannya.

Pengembangan usaha Industi perkebunan adalah meliputi penambahan ri dandtau

kapasitas terpasang damvatu perubahan resain unit pengolahan hasi perkebunan, balk

untuk jenis atau desain produk yang sama ataupun produk baru.

(4

Pasal 4
Pelaku atau pengelola usaha industri parkebiman wajib mangelola usaha #riustii perkebunan

dengan baik tertib dan efisien berdasarkan ketaniuan peraturan perundang-undangan.

15



r
Bagian Kesmpat

Pengelolaan Usaha Lainnya
Pasal 26

(15 Usaha fainnya adalah melipuli usaha ekonomi produktif yang barkanaan dengan perbenihan,

produksi distribusi atau pergdaran dan perdagangan pupuk, pestisida daratau sarana

perikiungan tanaman sara peralatan dan mesin perkebunan yamg menjadi kewenangan

Daerat,

(2) Usaha perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha pertesrihan tanaman

perkebunan yang meliputi kegiatan pemuliaan tanaman, produksi, pengdahan (pmcsasing),

distribusi alau pengedaran dan perdagangan benih tanaman perkebunan unggul bermutu,

serta pengawasan dan pengujian mutu benih.

13) Pemerintah Desrah mendorong dan memiasillksi pengambangan Usaha perbemihan dan

sarana produksi usaha lainnya untuk mendukung ophimallsasi pengelolaan usaha budklaya

tanaman daratau industri perkebunan.

Bagian Kelima

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 25

(41 Pemasaran hasil perkebutan merupakan salah satu sub sistem dalam sistem agribianis

perkeburan serta gobagai bagian yang bdak terpisah dar 4ub sistam usaha budidaya

tanaman perkebunan dan sub sistem usaha industri perkebunan.

(2: Pelaku usaha perkebunan wajib mengelota usaha pemasaran hasil perkebunan sesuai

dengan ketentkah peraturan perundang-indangam.

(2) Pemerintah Daerah memtasilibasi pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan Uruk

menciptakan :

2 kemudahan akses pasar yang Manjamin semua hasil pareebunan terserap deh pesar

dangan tingkat harga serta dishribusi hilal tambah dan marjin kewntungan yang wajar dan

adil secara berkelanjutan.

hk, stabitas dinamis pangsa pasar produk tredponal dan psiuang pasar produk baru,

c. Saber tata niaga hasil perkebunan yang efeten den berkeadian melalui pengaturan dan

perataan kelembagaan pemasaran serta mekanis pergerndakan dan #iminasi distorsi

pasar sebagai bagian integral dari sistem perlindungan menyeluruh berhadap keberlanjutan

Usaha perkeburan yang 2felen, produkdifdan berdaya saing tinggi,

it) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pemerintah Ceerah

bekerjasama dengan Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pengusaha komoditas atau

pemoasarah, #sosiasi petani komoditas sera kalemnbagaan lainnya, untuk:
a. menetapkan komoditas perkebunan unggulan serta melakukan analisis pasar dan promosi

—

terpadu produk atau komoditas perkebunan:
16
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b. mengatur feksiblftas keseimbangan antara jemis, jumlah dan mutu hasil perkebunan

dengan dinamika dan preferensi permintaan pasar,

Cc mengembangkan sistem informasi pasar terpadu secara berkelanjutan sebagai insirumen

monitoring perkembangan pasar karpoditas perkebunan:

d. mengembangkan kelembagaan pasar Ilang dan pusat pemasaran bersama komoditas

perkebunan.
&. membangun oltet

(|
kos ) ekspor hasil perkebunan di daerah, supaya ekspor hasil

perkebunan dapat dilakukan langaung dar Kabupaten Kuantan Singirka, sehingga

masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh nilad tambah atau manfaat ekonomi

dan sogal yang optimal dari pengelolaan usaha perkebunan.

(5) Ketentuan lebih tanjut menganai pengembangan usaha pemasaran hasil perkebunan, diatur

(1)

(2)

(3)

ah

Li

dan ditetapkan okeh Bupati,

Bagian Keenam

Pengelolaan Lingkungan Hidup
Paral 27

Dalam rangka pemeliharaan kesalsbangan ekosistem dan kelestadan lingkungan hidup,

Palaku usaha perkebunan wajib mengslak sumber daya alam secara optimal pada dan'atau

di sekitar lokasi usaha perkebunan.
Dajam mengelola usaha perkebutan, Pelaku usaha perkebunan wajib mencegah timbulnya

kerusakan atay pencemaran lingkungan Hidup atau ketidakseimbangan ekoaletem pada

darvatan dl sekitar lokasi usaha perkebunan.

Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan kegiaten Analisis Manganai Dampak Lingkungan

(AMDAL), Upaya Pengalalaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UFL)

yang dleetujuh dan diakomandasikan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang

pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang bertaku.

Pelaku usaha perkebunan dalarn hal melakukan usaha budidaya perkebunan melaksanakan

pengaiahan lahan tanpa bakar dan wajib merniiki sarana prasarana, sistem pembukaan

lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.

BAB Yill

PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal28
Pemberdayaan usaha perkebunan dfaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten bersama Pelaku usaha perkebunan serta lembaga terkait lainnya.
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12)

(1

12)

(1

P3,

Ka)

(4)

(5)

Ka)

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mallputi :

Aa. memfasilitasi sumber pembiayaan permodalan,

b. menghindari penganaan biaya yang tidak sesuai dangan peraturan perundang-undangan,

- memnfasiftasi pelaksanaan ekspor/pemasaran hasil perkebunan,

d, mengutarakan hasil perkebunan dalam neger untuk memenuhi kebutuhan konsumnsi dan

bahan baku Industi:

mengatur permadukan dan pengeluaran hasil perkebunan:

mermfasiktasi aksebiiltas Ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi,LD
Ii

Pasal19
Pemerintah Desrah mendareng dan memfasitasi pemberdayaan pakebun, kelompok

pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang

dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.

Unbuk membangun sinergi antar Pelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemermtah Ceerah

mendorong dan mermtasiktasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagal wadah

untuk pengembangan komoditas strategis perkebuman bagi selurnih pemangku kepentingan

peeabunan.

Pasal 30

Satiap pengembangan usaha perkabunan olah Perusahaan Besar haris mengikukerakan

masyarakat pekebun setempat.

Perusahaan Perkebunan yang berusaha unuk budidaya tanaman perkebunan wajib

membangun kebun untuk masyarakat sekitar minlmal seluas 295 (dua puluh per-seratusj

dan tata has areal kebun yang diusahakan oleh perwahaan.

Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan malah pala kemitraan.

Pola kernlraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain melaw pala kredit, hibah,

bagi hasil atau pola keribaan lainnya.

Pembangunan kebami untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

bergarnaan dengan pembangunan kebun yang dlusahakan alah perusahaan.

Pancana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 42)

harus diketahui oleh Bupati.
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BaB IX

KEMITRAAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 31

(15 Perusahaan perkebunan imelakukan kemiraan yang saling menguntungkan, saling

menghargai, saling bertanggung tawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan

dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan.

(2) Kemitraan usaha perkabunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), polanya dapat berupa

kerja sara penyediaan sarana produksi, kera gama produksi, pengolahan dan pemgasran,

tanspotasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya.

(35 Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud

kl

t2)

pada ayat (2) diakukan berdasarkan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

AaAB X

FERIZINAN

Bagian Pertama

Jenis bin
Pasal 32

Setiap Pelaku usaha budidaya tanaman perkeburan dengan Hasan lahan tertentu dan'gteu

useha industri perkabunan dengan kapasitas Indusid perkebunan tertentu wajib memiliki &in

usaha perkebunan,
Pemberian Izin Usaha Perkebunan bertujuan untuk menga, membina, mengawasi, dan

pengendahan pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan Usaha perkebunan

yang efisien, berdaya smg tingd, berwawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan yang

diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah dan mampu sebagai pemenuhan kebuduhan

bahan baku industri sera mendorong peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan

kerja,

Pasal 33

Izin Yaaha Perkebunan terdiri atas :

D
7

ap
3

izin Usaha budidaya tanaman dam Indust Perkebunan HUP):

din Usaha Budidaya tanaman perkebunan (IUP-B3,

Izin usaha industri perkebunan (UP-P):
Surat tanda daftar usaha budidaya tanaman perkebunan STD:
Suret tanda daftar peaha Indusiri perkebunan (STD-P):
Izin pembukaan lahar Land Gleadng (IPL):
Ian pemakaian alat berat DPAB,
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Pasal 4

1) Luas lahan dan jenis komoditas tanaman yang wajib memliki ln Usaha Perkebunan untuk

Budidaya (IUP-B) antara lain:

luas fraal (Ha)Komoditas Batas pallang luas (Ha)

a.
| Kelapa Oo

R5 aki 25.000
25.000 —

Ob.| Kelapa Sawit
P—

2hsd 100.500 100.05
Cc. | Karet nd 25000 25. G00

d. | Kakaotkopitambu 25 sid 5.000
an

5 nog
mente'/tembakau .

e. |JarakPagar?”—— 2sad O0 50, 000

cangkah
T | tebu

—
25 sid 150.00 —““ANG000

(2) Usaha industri hasil perkebunan yang wajib memiliki izin Usaha industri Pengolahan hasit

perkebunan (LP-—- Pj) adalah :

No| Komoditi | Kapasitas Minimal Produk
& | Kelapa SO butirketap/ | Kopra/ minyak kelapa dan serat (fiber

har Larang tempurung, debu (dust), nata da
Lin jin ir

b | Kelapa Sawit | 5 ton TES #jam |

CPO Ke
(8 |

Karat POM Itar latek cainfarn |

Sheet jateke pekat cnimb rubbar
18 ton slak hari !

& | Kakaa 2 ton biji basatv 1 kali
| Biji kakao kering

—

olah
e (Kep 45 ton gelendong Bj kopi kering

.

besah/hari |

“7 TJambu meta | Is 2 ton gelondong | Bri mete kering dan CNSL.
met har : .

Tg Itembakau” 125 sd 7Otondaun | Daun tembakau kering (krosok)
”—

tembakau basah 0(h (Jarakpagar| 1 ten biji jarak kering
|

Minyak jarak pagar.
“

fjami 1 n
i | eengkah 4ton bunga cengkeh : Bunga cengkeh kering

segar f hari
1

F tebu
”—

11.000 ton care / bar | Gula pasir dan pucuk tebu, bagas

n

FE Parusahaan perkebunan yang lokasi usaha perkeburannya berada dalam wilayah Kabupaten

Kuantan Singingi, wajib mendapalkan ain dar| Bupay Kuantan Singingi.

id) Perusahaan Perkebunan yang usaha perkebunannya berada dalam wilayah Kahupatan

Kuantan Singingi, barus merniiki kantor pusat atau kantor perwakilan di Wilayah Kabupaten

Kuantan Singingi,

20



Pasal35
r

(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang bas lahannya 25 idua puluh lima) bektar atau

labih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk bedidaya (UPR).
2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang Ius lahannya kurang dan 25 fidua puluh Iknah

hektar harus ddaftxx kepada Bupati.

(3 Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan Mmelput! keterangan identitas, domisili

pemiih, Juas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun,

d$ Usaha budidaya tenaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda baflar

Usaha Budidaya Perkebunan (STB) oleh Bupati .

Feaal If

1) Usaha indusii perkebunan dengan kapasitas olah sama Atau melebihi kapasitas paling

rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2) wajb memida izin Usaha

Perkebunan untuk Pengdahan JUP-P).
(Z2) Usaha industri perkebunan yang berkapasitas di bawah kapasitas minimal wajbb dicattar

kepada Bupati.

(9) Pendaftaran industri perkebunan mekpuli keterangan identitas, dorisil pemilik, lokasi industi

pangdahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produk, jenis produksi, dan

tuan pasar.

(di Usaha industri perkabunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Dafiar Usaha Indusiri

Perkebunan iSTO-P) glah Bupati .

Pasal. 27

Lisaha budidaya tanaman perkebunan yang lupenya 25 idua puluh Ama) hektar atau lebih dan

memilki pit pengolahan hasi perkebunan yang kapasitas clahnya sama atau melebihi kapasitas

mining sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) wuib memilik Izin Usaha Parkabunan

MUP),

Pasal 28

(1 tUP, IUP: dan atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, yang lokasi areal

budidaya dan ataw sumber bahan bakunya berada data 1 (satu) Wilayah Kahupatan,

dibenkan oleh Bupat. .
(2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-8 dan atay IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memperhatikan rencana mayo pembangunan perkebunan Provinsi Riau.

(3! IUP, IYP-8, dan asu 1UP-? sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, yang lokasi areal

budidaya danfatau sumbar bahan bakunya berada pada intas wilayah Kabupaten dalam

wilayah Provinsi Riau, diberikan oleh Subemur Riau dengan memperhatikan rekomendasi

dar Bupatl bewkaltan dangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

FA |
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Baglan Kedyg

Tata Cara dan Parsyaratan, Perbanan

Pasal 39

(3 IP, IUP-8, NUP-P, STD-B, STOP, IPL dan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas perimbangan teknik ai Instansi terkait.

(2 Untuk memperdeh keln sebagairnana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan

permohonan tertulh kepada Bupab medalui Dinas bidang Perkebunan atau Satuan Kerja

Perangkat Deerah fainnya yang membidangi perzinan.

(3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hurt a. wajib melamphkan

persyaratan sebagai berikut :

Li

Surat Keterangan dar Kepada Desa Lurah setempat:

Surat Keterangan dan Camat setempat,

Surat Keterangan Fiskal Daerah (SKFO5, Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha

Ferdagangan SIUP
Akte Pendirian da perubahannya yang terakhir.

Nomor PokokWakb Pajaki NPWP,
Surat Keterangan Doni:
Rekomendasi kseausian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dar Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi Kesesuaian dengan (ereana makro pembangunan perkebunan propinsi dari

Gubernur (unbk TUF yang diterbitkan oleh Bupatir:

Isin Lokasi dari Bugali yang dilengkapi dengan peta calon Jokasi dangan skala 1 : 100.009

akey-1 : 30.900:

Perimbangan teknis ketarsediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dar

kawasan hutan,
Rere Kerja Pembangunan Perkebunan,

Ftekomerndas! hasil analis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dar Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLJ
Sesugi peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pernyataan kesanggupan memiliki txona, prasarana dan sistem untuk melakukan

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT,
Pernyataan kesanggupan memilik sarana, prasahha dan sistern untuk melakukan

pembukaan lahan tanpa pembakaran dan pengendallan kebakaran seria mengelola

sumber daya alam secara legtari,

Permmyataan kesediaan membangun kebun untuk masyatakat yang dkangkapi dengan

rencana kerjanya:

Pernyataan kesediaan urttuk melakukan kemitraan,

a

b.

4.

£.

£

h.

K

m.

n.

Pp



4.

Kr

3,

Tanda Buk Pembayaran Dana Kesungguhan,

Pernyataan Perusahaan belum menguasai lahan meebihl| batas luas maksimum:

Jaminan Pasokan bahan baku yang dikalahul dah Bupati.

(4) Permohonan IMP-8 sebagaimana dimaksud daken Pasal 39 huruf b, wajik melampirkan

persyaratan sebagai berkut :

3.

ba.

4
r.

Surat Keterangan dari Kepala Desa! Lurah setempat:

Surat Keterangan dar Gamat setempak

Surat Keterangan Fiskal Casrah (SKFD), lan Tempat Usaha (SITU), izin Usaha

Perdagangan (SIUP: .
Aka Pendiflan dan perubahannya yang terakhir,

Momor Pokok Wajib Pajak NPWP):
Surat Keterangan Domisik:

Rekomendasi Kesesualan dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dari

Subemur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati:
Izin Lokasi dari Bupat yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 ' 100.019

ata 1: 50.000:
Pertimbangan teknie ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan (apabila areal berasal dari

kawan hutang:

Rencang Kerja Pembangunan Perkebunan dan unit pengolahan hasil perkebuhan,

Rekomendasi keeeualan dangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupater dari Bupati

atau Pejabat yang dituguk,
Rekomendasi hasil analpp mengenai dampak Migkungan hidup (AMDAL), atau Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemeantayan Lingkungan Hidup (UP
sesLai peraturan perundang undangan yang berlaku:

P.
1

4

h

k

. Pernyataan Perusahaan bekam menguasai tahan melebihi batas ups makmum.m.

Pernyataan kesanggupan memilki sarana, prasarana dan sistem untuk metakukan

pengandalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT):

Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan

pembukaan lahan tanpa peribakaran dan pengendalian kebakaran serta mergelda
sumber daya alam seacara lestari,

Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat yang dilengkapi dengan
rencana kerjanya:

Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan:

Tanda Bukti Pembayaran Cena Kesungguhan:

n

(51 Pemmehonan IUP — FP sabagaimana dimaksud dalam Fasal 39 huruf c, wallb melarnpirkan

Kernyaratan sebagai berikut -

a.

b.

Surat Keterangan dan Kapala Desa! Lurah setempat

Surat Keterangan dari Camat setempat,

29
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Surat Keterangan Fakal Daerah (SKFD), Iin Tempat Lisaha #SITU), lan Usahe

Perdagangan (SIUP),
Akte Pendirian dan perubahannya yang terakhir,

Moror PokokWah Pajak (NPWPY:
Surat Keterangan Domba:
Rekomendasi ksssualan dangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dari Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi Kesesuaia dengan rencana makro pembangunan perkebunan propinsi dani

Gubernur (untuk IJP-F yang diterbitkan oleh Bupati:
krin Lokasi dari Bupati yang dikngkapi dangan peda calon lokasi dengan skalg 1 : 100.09)

atak 1 7 SELG
Rakomeandasi lokasi dari Pemerintah Deerah untuk lokasi pengoiahan,

Jeninan Pasokan Bahan Baku yang diketahui deh Supali:
Rekomendasi hasil analisis mengenai dampak Ingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya

Fengekilaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Ungkungan Hidup (UPL)
sesuai peraburan perundang-hdangan yang berlaku:

Pernyataan kesediaan untuk matakukan kemitraan,

Tanda Bukti Pembayaran Dana Kesungguhan:
Untuk Industri Pengolahan Kelapa Sawit, selain persyaratan huruf aa samipal huruf n, harus

ada perimbangan Teknis Ketersediaan Lahan dai Dinas Kehutunan tapahka argal

hudidaya tanaman berasal dari kawasan hutan) dan rencana kerja budidaya tanaman

4

f
3

h

k

m.

"

perkeburan.

161 Permohonan STD - & sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, wajib melampirkan

Kereyaratan sebagai berikut :

a

kb

&.

d

E

f.

Surat Keterangan dar Kepala Cesaf Lurah setempat,

Surat Keterangan domisik:

Surat Pernyataan Pengeldaan Lingkungan,
Jenis komoditi yang diksahaken:
Rencana keja tahunan:

Izin lokasi.

(7) Pamohonan STD — F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, wajib melampirkan

persyaratan sebagai berkut :

h:|

b

C.

d

.)

f:

Surat Katerangan dari Kepala: Desa Lurah setempat:

Surat Keterangan darmnisii:

Sural Pernyataan Fenyeldaan Lingkungan,
| Jenis komoditi yang diusahakan,

Rencana kerja tahunan:

krin lokasi,



r
Iin HOf gangguan dar pejabat yang berwenang:

Rekomendasi hasil arcalisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), atau Upaya

FPengakslaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4
h

(Bh Permohonan IPL sebagahmana dimaksud dalam Pasal 33 hungf $ walib melampirtan

pearayaratan sebagai barkut :

TO
H
9

2?
7

2 Rencana Kerja Tahunan,

Laporan Kegiatan Perusahaart:,

Jumlah bibit siap tanam disesuaikan dengan luas lahan yang akan dibuka:

Rekomendasif Adhis teknis dan Kepala Diknas terkait,

Persetan Prinsip dari Subemur,
kei Peranfaatan Kayu iIPK) apabila ada potenai:

Izin Lokasi:

Izin Laaha Perkebunan.

(9) Permohonan IPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 hurul 9, wakb melampirkan

persyaratan sabagai berikut :

a. Janis! tipe dan klasifikasi lainnya serta (umlah alat yang akan digunakan:

bp. Kelangkapan administrasi ala? berat yang dkaduarkan oleh Instansi yang berwanang:

& Dukti pembayaran pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang:

d. Surat pernyataan pengunaan alat berat untuk kegiatan perkebunan.

Pasal 4

(14 Bupati wajib menerbikan permohonan idh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, selambat-

lambatnya dalam waktu 1 (sabu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pemehon

secara langkac dan benar.

(2) Apabila permohonan izin sebagaimana dimaksud pada eyat (1) ditolak atau belum dapat

diterima, maka Bupati melalui Dinas bidang Perkebunan harus memberkan @asan-alasan

yang jelas alas pendlakan atau belum dapat diterimanya permohenan Jimaksud, selambat-

ernbatnya dalam jangka waktu 1 (sabu) bulan sejak diterimanya permotanan.1.

Bagian Katipa
Jargka Waktu Barlakunya Izin

Pasal 41

MP, IUP, atau (UF-P dan STD atau STDLP bersku selama perusahaan masih melakukan

usaha perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan paundang-

undangan yang beraku, sedangkan untuk IPL dan IPAS berlaku selama kegiatan dimaksud

berlangsung.

15
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Pasal 42

Ketentuan tata cara dan persyaratan cm vaaha perkebunan Ieblh lanjut diatur dangan Peraturan

Bupati.

BAB X1

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek
Pasal 44

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perkebunan dipungut pembayaran atas penyelenggaraan

usahs perkebunan.

12) Objek retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pamenotah Daerah dalam rangka

pembertan Ian dan pembinaan serta pengawasan usaha perkebunan guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(3) Pengecualian dar objek retribusi sebagaimana dimaksud pada aya! (2) alatah peneriitan izin

pembukaan lahan (Land Clearing) dan kln pemakaian alat berat.

(&) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang telah terdaftar danatau badan yang memperdah

Izin Usaha Perkebunan,

Faragaf Z

Golongan Retribusi
Fasal 44

Golongan Retribusi Izin Usaha Perkebunan adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan

Tertentu.

Paragraf 3

Cara Manguker Tinggkat Penggunaan Jeta
Pasal d5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis an yang diberikan.

—

Paragraf 4

Prinolp dan Sasaran dalam Penetapan Sirukbw dan Tarif Retribusi
Pasal 4G

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan peda tujuan untuk menutup

sebagian biaya penyelenggaraan penbaran jan.
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi baya :

3. fasilitasi pemberdayaan usaha perkebunan benipa sumber permodalan, kemudahan

aksas pasar, stabilitas dinamis pangsa pasar, sistem lata niaga kemitraan usaha

perkebunan dan aksebtabilitas IFTek serta Informasi,

b, pembinaan dalam hal perancangan tata ruang kebun, bibit unggul bermutu, pengendahan

hama terpadu dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan

ekosiakat.
Cc. peribmaan hubiangan sosial kemasyarakatan antara Pelaku usaha perkabunan dengan

masyarakat sekitar aresd Lsaha perkeluman. "

dg, penerbitan tah usah perkebunan.

Bagian Kadua
Struktur dan Besanya Tar

Pasal 47

(1) Pengenaan besarnya retribusi Izin Usaha Perkebunan berdasarkan skala Ibas areal dengan

tingkat sebagai berikut:
2. Izin Usaha Fudidaya Perkebunan (ILIP-B) secara bertingkat:

b. Tera daftar usaha perkabunan (STD - B) skala kecil:
. Legalisasi |

Mo. Luas Lahan
Retribusi

(Rpl
(Per Tahun) (Rp)

1 £ 25 Ha
.

125.000, - 25.000

Retribusi (Rp)
Legalisasi

Mo. Luas Lahan
(Per Tahun (Rp)

1 » 25 — 100 Ha 1.000.000,- 20) DUO, -

P.
» 100 — 250 Ha 3.000.0K90,- BO. DUO

3 » 250 — 500 Ha 7.500. - 1.500.000,-
“4 » ENO— 1.000 Ha 15.000.000,- 7.500.000,

5 21.00 —
2?H0 Ha 25.000.000,” 10.000 000.-

E samU- 5000 Ha
|

35.000.000,- 20.009 DUL,-

7 ? 5.000— 10.0000 Ha 59.000.070,- 25.000. 000,-
Ni: » 1D2D0 Ha FS000000,-

|
35.000.000,
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2) Pengenaan besarnya ratibusl Isih Usaha Industi Pengolahan Hasi Perkebunan NUP-P)
berdasarkan kapasitas unit pegolahan, diatur sebagai barkat :

(3) Pengeaan bsamya ramikei Industri Perkebunan (S1O-P) berdasarkan kapasitas unit

pengolahan, diatur sebagai berikut :

Ne

Bosarnya Retribusi Legalioas!Dira Kapasitas Minimalkdi Madan
MEN pge Ng (Rp) (Pertahun) (Rp)

La (Kelapa
— |

55.000but kelapaf hari 2.500.000.- 500.000,-fb Kelapa 55 ba TBSam 7.509.006. 1:590.000,-

tg Karet
|

£ 600 Ilter lateks cairjam &.000.000.- 1.250.000,-
po & 16 ton Blahihari to.000.no0-| 2000.000,-Ld

iKakas”—— IT jon bij basah/t kali olah 3.009.900, 53.009,-
L.. NN TN Dm —
| Kopi £ 1,5 ton gadandong basah/haii 8.000),900,- 1.250-000),-

Jambu ieid P ton gelondang meta' hari S0. 00 7.250.000,-

mete an

Tembakau 12 35 sid 70 ton dam tembakau 8.0. O00,- 1.250.009,-
basah a,—..

.

aa

Jarak pagar S1 ton 6IJI jarak kering f jam 8.200.000.- 1.250.000,-

Cengkeh 1S 4 ton bunga cengkeh segar / 6.000.000 - 1.250.000-
hari

Tabu 1.000 ton Gang /hari 5.000.000-
|

1.250.000,-

25

. —
|

Na
| Komoditi

Kapasitas Minimal psk atu! Potahun) (Rp)
a | Kelapa 5.000 butir kelapa/ hari 5.000.000,- 1.000.070,-
b | Kalapa » 5 — 99 ton TESijam

“—

45.000.000,- 35.000.000,-
Sawit 1 30 — tan TESjam 55.000.090, d57090, -

» B0 ton TBSam 85.000.000.- 55.000,000,-
& (Karet”—— | -600 ifter lateks cairjam I2000.00-

jo

2500.000,-
» 48 bon elabihad 20.00),- 4.0010,000,-| |Kakao 21 ton biji basah/ 1 kali olah 5.900.000.- “4.500.000,

& | Kopi #44 tongebndongbasahhan
|
12.600.000- 7 600.000,-

f (Jambu mete | Isid 2 ton gelondong meta! hari 12.000.070. 2 s00.D00,-
g |Tembakau 1235 wd 70 ton daun tambakau 12 00.005.- 2 5tI9.000,-

basah

“Ih (Jarak pagar | ton biji jarak kering / jan 12.2D0.000,- 2S00.0oi,-
i TCengkeh 4 ton bunga cengkeh segar |” 12000.000-

— : 2.500.000,-

hari ,

| Tebu S4.000 ton cane/ hari T2DUO.0OO,- oo 25M000,-

ya

89

Sani

4

4
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Pasal48

Sedap 1 (satu) tahun sekali pekabun dan perusahaan perkebunan wajib melakukan daftar ulang

dan membayar retrbus| dengan ketentuan sabagai berikut :

a. Pungutan retribusi daftar ulang usaha budidaya perkebunan untuk pekebun dan perusahaan

perkebunan adalah sebagai berikut :

1. tanaman yang belum berproduksi Ap. 0 -

2. tanaman yang sudah berproduksi sebesar 2095 de tarif on bani.

b. Pungutan retribusi daftar utang untuk Industil perkebunan bagi pekebun dan perusahaan

perkebunan adalah sebesar 104 dari tarif izin baru.

Pasal 48

(1) Perubahan in usaha perkebunan bagi pekebun atau perusahaan perkebunan yang akan

melakukan perubahan komoditi usaha perkebunan, dikenakan retribusi sebesar retribusi

pengurusan ian baru..

(21 Perubahan tzin usaha perkebunan terhadap pengembangan luas areal usaha perkebunan,

dikenakan retribusi sejumlah penambahan araal sesuai dengan pengenaan retibusi lan hany.

(9 Perubahan in usaha perkebunan terhadap perusahaan yang akan melakukan perubahan

kapasitas unil pengolahan hasil parkabunan, dikenakan seiribusi sebesar kenaikan kapasitas
unt pengolahan yang digukanh sesual dangan besarnya netripusi izin baru.

(81 Besarnya retribusi untuk perubahan ka usaha perkebunan bagi pekebun atau perusahaan

perkebunan yang akan melakukan dkersiikasl Koha perkebunan dittapkan dengan

Keputusan Bupati.

Baglan Ketiga
Mrs Retrenral Dan Saat Rabibusi Terubarng

Pasal 50 '

(1) Masa retribusi adakah satu tahun takwan,

(21 Retribusi tanitang pada saat cin diberikan.

Bagian Kesmpat

Wilayah Pemungutan
—

Pasal 54

Retribusi dieingut diwilayah Kabupater Kuantan Singingi.

29
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Batan Kalima

Tata Cara Pemungutan
Pasal 52

(1) Pungutan tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan media setoran atav dokumen tain yang

dipersamakan.

Bagian Keane
SuratPendaftaran

Pasal 53

(11 Setap wajib rekibus! wajib mengisi SPdORD.

(2! SFdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disi dengan jelas, bener dan lengkap
serta ditandatangani oleh wajlb retdbusi atau kuasanya.

(3) Bentik, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan dengar
Kapertuan Bupati.

Pasal Md

(1) Berdasarkan SPOORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) reiribusi terutang

ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(7 Dalam hal SPdORD tidak dapat dipenuhi oleh wajib retribusi, maka diterbitkan SKAD secara

jabatan.

ta) Apabila berdasarkan hasil permariksaan dan ditemukan dala yang baru atau data yang
sanuk: belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retibusi yang tendang,

maka dikeluarkan SKROBT.

uh Bentuk, ai den beta cara penerbitan SKAD abu dokumen lan yang dipersamakan

sebagaimans dnakeyd pada ayat (1) dan SKRDKB atau SKROKET sebagaimana dimaksud

pada ayat (4). ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penetapan Retribusi
Fazal 55

(41 Penstapan Retribusi berdasarkan SFTRD dengan menerbitkan SKRD.

t2 Dalam hal SPTRO tdak dipenuhi Wajib Retribusi sebagawtanga mestinya, maka diterbitkan

SKRD secara jabatan,

(3) Bentuk dan si SKRD sebageknana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Eupati.

38)
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Pagian Kedolapan
Fembayaran Retitapi

Fuszal 66

(11 Pembayaran rebibusi yang terulang harus dilunasi sekaligus,

(2! Rebibusi yang terutang dilunasi selembat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dherbitkannya

SKRD atau dokumen fain yang dipersamakan.
|

(3) SKRD, SKROKB, SKARDKDT, STRD, surat keputusan pembetulan , surat keputusan

keberrtan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang hana dibayar

bertambah harus diunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu ) bulan sejak tanggal

darbikannya tarsabit diatas.

Sd) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran peundsan pembayaran ratibusi diatur

dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesambilan
Landa

Fasal 57

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atal kurang memrayar,

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 "5 (| dua persen | setiap bulan dan

retribusi yang terutang yang tkbak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat

Tagihan Refribusi Daerah ( STRD ).

Bagian Kesapuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 58

(1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan

segera salelah 7 (tujuh) hari sejak Jatuh tempo,

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeuarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

(9) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKROKB, SKROKBT, STRD, Surat Keputusan
Pembetuan, Surat Keputusan Keberatan dari Putucan Darnding yang tidak atau kurang bayar

oh Wajib Retribusi pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

t4) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang:

undangan yang berkaki.

(5) Biaya pelaksanaan penegakan hukum sebagai akibat pelaksanaan Maksud ayat id) dapal

dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

31
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Bagian Kesobalan

Kebaraban

Fasal 59

(ih Wajlb reribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribisi kepada Bupabh atau

Pejabat yang ditunjuk.

te Keberatan diajukan secara tertulis dengan atasan dan dapat membukdikan ketdakhanaran

ketetapan retribusi tersebut.

(31 Keberatan diajukan paling lama 14 tempat belas) hari sejak tanggal SKRD atay dokumen

lainnya yang dipersamakan. .
(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (z) dan (31,

tidak dapat dipertimbangkan.

(51 Pengajuan keberatan tidak menunda kewahban membayar retribusi dan penagihan retnibusi.

Fasal60

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 8 tenami bulan sejak tanggal sat keberatan

diterinna, harus memberkan keputusan alas keberatan yang diajukan.

21 Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerma seluruhnya ata sebahagian, mendlak

atal menambah besarnya retibusi terutang.

(31 Apebia jangka waktu sebagaimana maksud pada ayet (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberikan satu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan,

Bagian Kadusbalas

Pengembalian Kelekdhan Pembayaran Retribusi

Pasal 31

(1 Wajib Retribusi dapst mengajukan pennoteran pergembalan keledihan pembayaran.

21 Bupat dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak dierimarya permahonan kelebihan

pembayaran wajio membarikan keputusan.
|

(3 Apabila jangka wakh: sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikmati dah Ydak

mertrberikan keputsan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran reiki
dianggap dikabulkan dan SKROLB harus diterbitkan daken jangka wakku paling lama 1

(satu) bulan.

Kd! Apabia wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu.

(54 Pargembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimekad pads ayat (1) dilakukan paling

tama 2 (dya) bulan sajak diterbitkannya SKRDLB,

IS) Apabia pengembalan kslahihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 dua) bulan, Bupati

memberkan imbalan sebesar 2 K idua persen) sebulan atas ketedambatan pembayaran.
1.
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Pasal62

Pamohonan pengembaltan kelebihan pembayaran nsmbusi diajukan secara tertulis kepada

Bupati sekurang-kurangnya meryebutkan.

nama dan alamat wajib retribusi,

masa retribusi:

besarnya kelabihan:

alasan singkat dan |sas.Sa
»
.
-

Pasal63
(1) Pangembalan kelebihan rettbusi dilakukan dangan menerbitkan surat perintah membayar

kelebihan retribusi.

i2) Apabila kelebihan pembayaran diperhilungkan dengan utang etibusi kainnya, pembayaran

dilakukan dengan cara permindahbukuan,

Bagian Ketfgabetas
Cara Penghapusan Pirtang Retribusi

Pasal 54

(11 Pktang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak urduk melakukan penagitan sudah

daluarsa dapat dihapis.

12) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retnbusi dserah yang sudah daluarsa

gebagprmana dimaksud paca ayat (1.

Bagian Keampathola
Peta Pemungut

Pasal &

11 SKPD pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Petugas Pemungut angkat dan dlbarbantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk,
(St SKPG pemurgutmenyelenggarakan administrasi pembukuan atas kegiatan yang dilakukan.

4 SKFD pemungut atau Juru Pungut yeng menyalahgunakan uang pungutan daerah yang

mengakibatkan kerugian daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dangan persluran

perundang-undangan yang berlaku.

" Pamal 66

(il Bupati memunjuk dan mengangkat Berdaharawan Khusus Penarima sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang bertaku,

(1 Berndaharawan Khusus Penerima selamba-dambatnya dalam 1 Sati) hai kerja harus

menyetorkan semua hasil penerimaan ke Kas Daerah,

3.
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(3) Bupati atau Pejabat yang dituuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud pada ayat

(2) untuk daerah perwngutan terterrul.

tah Penyimpangan ketentuan pada ayal RR) dapat dibad sanksi sesuai dangan peraturan

perudang-undarnrgan yang benak.

(oa) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang meryimpai Lang:
a, diluar batas waktu yang ditetapkan:
b, atas nama pribadi / satuan kerja pada suatu bank,

is) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setap bukannya dengan persetujuan atasan

langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati .

Bagian Kemabolas
Dakyarsa

Pasal 87

(1) Penggihan retribusi dalyarga setalah melampaui jangka wakiu 3 ftiga) tahun terhlhung sejak

saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribusi.

12) Daluarsa penagihan retribusi sebagaimana dinaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

2 diterbitkan sumt leg wan dan surat paksa atab

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tdak langsung.
Ju

BAB XH

SANKSI APMBNSTRASI

Pasal 48

(1) Perusahaan perkebunan dan pekebuh yang telah mendapatkan IUP, IUP-B, IUF-F, STD-&

atau STOP danatau keiah mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis

tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi, tetapi lidak melaksanakan

kewajibannya sebagai pemegang Iin, diberikan peringatan paling banyak 3 (iga) kali

masing-masing dalam tenggang wakku 4 tempat) bulan.

1 Apabila dalarn 3 itiga) kali peringatan sebagaimana diraksod peda ayat (11 tidak diindahkan,

maka :

a. IUP, IUP-6 atau IYP-P perusahaan bersangkutan dicabut dari diusulkan kepada Instansi

yang berwenang untuk mencabud hak atas tanahnya :

b. diusulkan pencabutan STL-B ata STD-P yang berzangkutan
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Pasal &

Perusahaan perkebunan ate pekabut yang telah mendapatkan IUP, IUP-3, NP-—P, STD-E atau

STOHPF sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 damatau telah mendapat persetujuan

penambahan luas lahan, perubahan Jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau

diversifikasi usaha perkebunannya tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang

in, maka Idn usaha perkabunannya dkabut dan bagi perusahaan perkebunan diisukan

kepada Instansi yang barwanang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 70

(11 Perusahaan perkebunan dan pekebun yang telah mendapatkan IUP, WP-8, IUP-P, STO-8

atau STO-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan mendapat persatujuan diversifikasi

uga tetapi tdak meanjamit kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestaran #ngkungan,

plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya Organianee Pengasiggl Tumbytan (OPT)
diberikan periagetan paling banyak 3 tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4

tempat bulan.

(d1 Apebila dalam 3 ftiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidak dilmdahkan,

maka 1UP, IUP-B, IUP-P, STD-B atau STO-P yang bersangkutan dicabut dan bagi

perusahaan perkebunan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak

tata Usahanya.
Pasal 4

Fengusulan pencabutan Hak Suna Usaha kepada instansi yang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam pasal 88, pasal 59 diakuken oleh Manteri Pertanian atas usul Bupati.

Bag XII

KETENTUAN PIDANA

Pagal 72

It) Setiap orang yang dengan sengaja dam/ afau karena kelalaiannya melanggar ketentuan

dalam Pasal 8, 14, 15 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 40, 32, 3d, 35, 36, 37, 43, 56 dan B7

dipktana dengan pidana kurungan paling ama 3 tiga) bulan abu denda paling banyak Kp.
. 50.019.000- flima puluh jul vupiah).-

& Denda sebagaimana dimaksud pada ayst (1) disetor ke Kas Deerah.

(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan sanksi administrasi

dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan permdang-undangan yang berlaku,

44) Tindek pidana sebegahmana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

2h:

d
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BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 73

(11 Fejabat Pegawai Megeri tertentu diingkungan Pemerintah Daerah diberi wawanang khusus

sebagai Penyidik untuk malakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribksi daerah

sebagaimana dimaksud dalam tindang-Undang Momor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Fidana.

(2: Wewenang penyidik sebagaimana dimaksut pada ayat (1) adalah:

Mansima, mencai, mengumpikan dan meneliti keterangan atau laporan berkengan

dangan bndak pidana dibidang Retribusi Cerah agar keterangan atau laporan tersebut

menjadi lebih langkap dan jelas.

meneali, mencari dan mangumpukan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ilndak pidana dibidang

Retribusi Daarah:

meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan

tak pidana Retribusi Daerah:

mermariksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan

tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

dokumen-dokumen kain sera melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

meminta bantuan benaga ahli data rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana

dadang retribusi daerah:

menyuruh berhanti danfatau melarang seseorang meninggalkan sangan atau tempat

peda saat pemerksaan sedang berlangsung dan memeriksa dentas orang damalau

dokumen yang dibawa sabagaimana dimaksud pada huruf &:

memotret sepeorag Yang berkaitan dengan tendak pidana retribusi daarah,

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagoimnang tersangka

atau saksi:

menghentikan penyidikan:

melakukan tindakan tein yang perlu umuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang

rambusi daerah menurut hukum yang berlaku.

b.

-

h

IL

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 41) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil panyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Megara Rebusiik Indonesia, sesusi dangan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang

ukur Acara Pidana yang bertakt.

It
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HAB. XY

PEMBINAAN DAN PENSAWASAN

Fazal 74

41 Pembinaan dan pengawasan Loaha perkebunan dilaksanakan oleh Pemerintah Kakupatan

melalui Dinas yang membidangi perkebursh.

(21 Dalam rengka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan

erdussi seacara berada berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.

Pasal 75

(11 Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP, UP-8 atau IUF:P, dilakukan penikian
dan pembinaan pelaksangan pembangunan kebun damatau industi pengdahar hasil

perkebunan oleh dinas yang membidangi perkebunan paling kurang 1 satu) tahun bekali.

(2) Penikalan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

rencana kara pembangunan kabur danau industi pengolahan hasil perkebunan yang

dkukan peda saat permohonan izin usaha perkebunan.

E3t Unbuk kebun darwratau indisir pengolahan hasi perkebunan yang telah dibangun, akan

dilakukan perlaian dan pembinaan kinerja secara pesodik 3 (liga) tahun sekali.

(d4 Penilaian dan pembinaan Pelaksanaan pembangunan kebun darvatau Industi pengolahan
hasi perkebunan sebegahmana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (3), dilakukan sesuai

Dergan pedoman penataan dan pembinaan pensahaan perkabunan.

BAB xVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pas 7
Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, maka win usaha

Perkebunan dinyatakan tetap berlaku dangan ketentuan setambat-ambainya dalam jangka waktu

3 liga) bulan melakukan penyesuatan dangan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB AVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pad 77

Ha—hal yang beam diatur dalam Peraturan Desah ini sepanjang Mengenal teknik

pelaksanaannya dial lebih laut dangan Perataran Bupati.

37
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BAB XYil

KETENTUAN PENUTUP

Fasat 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan..

Agar sefis oreng dapat mengatahuinya memeratahkah pengundangan Peraturan Daerah Ini

dengan penampatannya dalam Lembaran CDeerah Kabupaten Kuatan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan
peda tareejof 20 Janyari 2009

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUKAKMIS
DMundangkan dl Telukkuantan
pada tanggal 28 Januari 2009

SEKRETARI RAH
KUANTAN SINGING

rs.H. ZULGFLI, M.SI
MEARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 MANKAR 9
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

HOMO 9 TAHUN DIA
TENTANG

USAHA PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

PENJELASAN UMUM.

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai daerah yang bercak agraris, bumi, air dah

kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang

Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam

rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahkaaah masyarakat Olah karena itu

perkebunan harus disekonggarakan atas asas manfaat, keadian, kerakyatan, katerbukaan,

keterpaduan. dan kebersamaan serta kelestarian dan berkelanjutan. Perkebunan

mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah terutama

dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, penyediaan lapangan

kerja, perolehan nilai tambah dan daya gabng, pemenuhan kebutuhan kangumsi, bahan baku

industri dan penerimaan pendapatan aoi dawah,

Pengembangan perkebunan dilaksanakan dalem kerangka pengelolaan usaha

perkabman yang mencakup perencansan pembangunan perkabunan, penyediaan tarah

perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan dalam wukkl usaha budi daya tanaman

perkebutan, Usaha Indisti perkebunan dan usaha lsinnya. Usaha perkebunan dilakukan

baik deh perorangan maupun Badan Hukum yang diupayakan dalam bentuk pemberdayaan

usaha perkebunan agar Mampu bersinergi dengan masyarakat balk masyarakat sekitar

Perkebunan maupun masyarakat pada Unmennya dalam kepemilikan darvatav pengelolaan

Usaha yang saling mengurungkan,
Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkabunan, Pemerinteh Daerah

memasiltasi kemudahan di bidang pembiayaan, pengurangan beban fikal, kemudahan

pemasaran, pengulamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan
'

pengeluaran hasil perkebunan, memiasilitasi aksebilitas Ilmu pangetahlan dan teknologi

serte formasi, melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalan dalam bentuk

pemberian kir usahg perkebunan. Alas pemberian pelayanan Ini Pelaku usaha perkebunan

dapat dibebani dengan Retribusi Usaha Perkabunan.

1d



r
Il PASAL DEMI PASAL

Fasal 1

Lukup jelas

pasal Z ayat (1)

boga kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan Usaha perkebunan harus dapat

meniykatkah kemakinuran dan kesejahteraan masyarakat
Asas kemdkn adalah bahwa dalam setiap penyelengggraan usaha perkebunan harus

memberikan peluang dan kesempatan yang sama sedara proporsional kepada semua warga

masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Penyelenggaraan usaha perkebunan dilakukan

dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, antar daerah, antar wilayah, antar

sakto dan antar Pataku usaha perkebunan.
Asas kerakyatan adalah bahwa pengembangan ysaha perkabunan berofentasl pada

kepentinganmasyarakat sekitar usaha perkebunan.

Asas keterbukaan adalah bahwa penyekigganan perkebunan dilakukan dengan

memperhatikan agpirasl masyarakat dan didukung dengen pelayanan informasi yang dapat

diakses oleh masyarakat.
Asas keterpaduan dan kebersamaan adakah bahwa penyelenggaraan perkebunan harus

dilakukan dengan memadukan sub sistem produksi, pengotahan, dar pemasaran hasil

perkebunan yang dalam penyelanggaraannya menerapkan kemibhan secara berbuka

sehingga tarjakn saing keterkaktan dan saling ketergantungan secara sinergis Antar Pelaku

usaha perkebunan.

Asas telestaran dan berkelanjutan adalah bahwa dalam pengembangan usaha perkebunan

mengupayakan kekstafan fungsi Iingkungan hidup dan memperhatikan kondisf Sosial

hudaya.

Pasal 2? Ayat (2)

Gukup jak
Pasal 3

Cukup jas

Pasal &

Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan perkebunan adalah perencanaan makro baik nasicnal,

provinsi maupun kabupaten.

Pasat 5 Ayat (2)
ukup pelat

49
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Pasal 5 Ayat (3)

Gukup jatas

Fasal 8 ayat (1)

Lukup jsla3
Pasal 6 Ayat (2) huruf a

Wulayah mencakup ketersediaan hamparan lahan yang sesual untuk Usaha perkebunan,

perindungan wilayah geografs bagi komoditas pertanian, apesiblk kkasi dan kawasan

pengembangan industi perkebunan.

Pasal8 Ayat Gi hun b

Gukup jelas
Pagal 8 Ayat (21 huruf 6

Sumber daya Manusia perkebunan mencakup Pelaku usaha perkebunan, tenaga kera,

aparat Pemerintah terkait dibidang perkebunan.
Pagsat $ Ayat (2) huruf d

Kelambagaan mencakup antara bin kekmbagaan Pelaku usaha perkebunan dan

kstarbagaan layanan Pamerntah Kabupaten.

Pasal 8 Ayat 2) huruf a

Ketarkartan dan keterpaduan hulu-hilir maksudnya seluruh kegiatan perencanaan

desengdarakan dengan memperhalikan pendekatan sistem dan usaha agnbisnis untuk

membangun siharg! .

Pasat8 Ayat (2) huruf f
Sarana perkebunan meliputi antara lain bibit, pepuk, pestisida, alat dan mesin. Sedangkan

pradatana meliputi antara lain jalen, jembatan, dan safuran ingasi.

Pasal6 Ayat (21 huruf 9

Perabiayaan mencakup sumber dan komponen pembiayaan yang diperukan dalam

penyelenggaraan usaha perkebunan.

P|

p|

Pasal F ayat f1) .
Koordinaif maksudnya adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka

pernyamaan persepa, indakan dan kamgkah kerja dalam suabu hal,

Hotistik maksudnya adalah bawa dalam pengumpulan, analis serta interpretasi data dan

informasi umbuk manyusun perenatan perkebunan dlakukan dalam suatu sistem yang

saling berhubungan baik secara keseluruhan maupun delam 9ketu kumpulan begian,

Pasal 7 ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jMas
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Pasal $

Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1)
Cukup jelasF.

Pasal 10 Ayat (4
Masyarakat hukum adal yang menurut kenyataannya masih ada, jika memenuhi Wisuf:
2. mesyaretat masih dadam barntuk paguyuban,
b. ada kelambagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat
z. ade wiayah hukum adat yang jMwas,

d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradian adat yang masih

ditaati, dan

e. ada pengukuhan dengan Ferabwan Daerah.

Musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan para warga

pemegang bak atas tanah tidak selamanya diikuti dengan pemberian hak tas tanah.

Pasal 11

Gukup jelas

Pas 12 ayat 41) huruf, add c
Cukup jelas-N

Pasal 12 ayat (1) huruf d
Diversifikasi maksudnya adalah

Pasal 12 ayat (2) s/d dh
Gukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) sid (33
Cukup jelas,

Pasal 13 ayat (dh
Diversifikasi maksudnya adalah pernganekaragaman usaha yang dilakukan atas

penganekaragarnan jenis hasil dari satu jenis komoditi.

Pasal 14
Cukp jelas.

PB aatan perundamg-undangan maksudnya adalah semua peraturan yang bertadku bak
daerah maupun neekonel terutama yang menyangkut dangan bidang kehutanan dan

Ingkungan hidup.

Fasai 18 hun 3
Gukup jaka

Pasal 1A kung bh

Endeamic maksudnya adalah organisme pengganggu tumbuhan bertentu yang secara

tetap dan terbatas menmadi sumber hama bagi tanaman.

Ekspkosif maksudnya adalah organisme pengganggu tumbuhan yang berasal dar luar

secara kuat,

Aa
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Pasa 16 hun & dan &

Cukup jelas.

Pasat FF
Konservasi lahan maksudnya adalah pemeliharaan dan perlindungan lahan decara teratur

Untuk mancegah kerusakan dan kemusnghan,

Fasal 13
Cukup jelae

ia dmmaksud dengan Indakan yang mengakibalkan peda kerusakah kebun adalah

suahu perbuatan yang menimbulakan kanyggakan pada tanaman, antara lain penebangan

pohon, panen paksa, atau pembakaran sehingga kebun tidak dapat berfungsi

sebagattana meslinya,

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebusan tanpa izin adalah tindakan okupasi

tanah tanpa sebin pemilik hak sesuai dengan peralurah perundang-undangan.

yang maksud dangan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya wah
perkebunan adakah, antara lain lindakan yang mengganggu pekerja sehingga tdak dapat

matakukar panen atau pemeliharaan kebun sebagannang mestinya.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Fasa 22
Cukup jelas,

Fasal 23
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jek.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 28
GUkUp jelas

Pasal 27
Cukup jelas
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Pasal28 ayat (1)

Pemberdayaan usaha perkebunan dilaksanakan melalui fasMlsi kepada Pelaku usaha

perkekaman diutamakan kepada pekabun agar mampu mengembangkan usaha dan

meningkatkan kesgjahtaraarmmnya.

Yang dimaksud dengan lembaga terkakt, antang lain lembaga kawangan baik Bank

maupun non Bank, asosiasi komoditas, asosiasi pemasaran. Gsodast pendliban

perkebunan, penyedia jasa sarana, dan prasarana produksi perkebunan.

Pasal 28 Ayat (2)
Rukup jelas,

Fasal 28 ayatil)
Cukup jelas.

Pasal59 Ayat 42)

Yang dimaksud dangan dewan komoditas adalah suatu wadah baerhimpunnya semua

pemangk: kepentingan yang mengusahakan komoditas sirategk perkebunan yang

seni unuk meningkatkan keja sama, keordinasi, dan memberkan saran dan

pertimbangan kepeda Pemeratah dalm rangka meningkatkan daya saing komoditas

perkebunan.

Yang dimaksud dengan kombeditas gtralegl6 perkebunan adalah komoditas perekbunan

yang mampnnyai peranan penting dalam pembangunan soslal, ekonomi, dan

lingkungan, antara lain kelapa sawit, karet, kakau, kopi, tebu, dan jenis komeodih basil

tanaman perkebunan lainnya.

Patal 4)
Cukup jelaa

Pasal 31 ayat (1)
Kebertuan kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahtersan karyawan,

pakabun dan masyarakat sekitar sara untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan

ketuhan usaha perkabunan.

Pasal 3tayat 12)
Cukup jelas

Pasal 31 ayal 2)
Fasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Gukup jelas

Pasal 34
. Gukup jelas
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Pasal 35

Gukup jelas

Pasal AG

GUkup jwas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasai 35
Cukup belas

Fasal 35
Cukup jelag

Pasal 40
Cukup jelas.

Fasa 41
Cukup jalas.

Fasal 4z
Kuku jelas

Pasal 43
Kukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal sfi
Cukup jelas

Pasal 47
Gukup ioas

Pasal 48 Ayat il)
Produksi diukur berdasarkan standart Umur produksi tanaman, dan dibukhkan dengan
sursey lapangan.

Pasal 49
Gukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Fasal S1
Cukup jalas

Fesal 52
Gukup jelas.

Pasal S3
Cukup jelas
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Fasal 54
Cukup jetas

Pes 55
MUkur jelas

Pasal 58
CUKup jaag

Fasa! 57
Cukup jekas

Fasal Si
Cukup Jas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 6f
Cup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Fasal G4
Cukup jelas

Pasal 85
Lukup jalat

Pasal 6G
Kukup jelas

Fasal 87
Ukup jelas

Fasal 63
Cukup jakas

Fasa 69
Cukup jelaa

Pasal 70
Cukup jelaspi

Pasal 71

Cukup jas
Pasal 72

Cukup jelas
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Fasal f3
Cukup jelas

Pasat 74
Cukup jelas

Pesat 75
Gubup jedas

Pasal Td
Cukup jas "

Fasa 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
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